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P ada September 2018, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan 
Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas 
Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres 'moratorium 
izin kebun sawit' ini memerintahkan kepada 
Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati, 
antara lain melakukan penundaan pemberian ijin 
baru, melakukan verifikasi dan evaluasi berbagai 
perijinan terhadap usaha perkebunan kelapa 
sawit, melaksanakan alokasi lahan 20 % untuk 
perkebunan kelapa sawit milik rakyat, penegakan 
hukum dan penetapan kembali kawasan hutan. 

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian 
Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang, diketahui luas lahan perkebunan kelapa 
sawit mencapai 15,7 juta hektar, sebagian besar 
sekitar 10,7 juta hektar dimiliki oleh perusahaan 
swasta, sisanya perusahaan BUMN sebesar 493 


ribu hektar dan kebun rakyat sebesar 4,4 juta 
hektar. 

Ada 53 grup perusahaan besaryang menguasai 4,7 
juta hektar lahan perkebunan, diantaranya Salim 
Ivomas Pratama, Astra Agro Lestari, Sime Darby, 
Genting Group dan 101 Group. Mereka pula yang 
menguasai perdagangan minyak kelapa sawit di 
Indonesia dan dunia, seperti Wilmar Group, Asia 
Agri, Salim Ivomas, Astra Agro, First Reources dan 
Felda. 

Peta angka penguasaan lahan ini menggambarkan 
ketimpangan dan ketidakadilan, menyimpang 
dari konstitusi. Dapat dipastikan konsentrasi 
penguasaan lahan pada kelompok pemodal 
tertentu hanya akan dinikmati dan memperkaya 
kelompok tertentu. Kekuatan para pemodal 
masih dominan mempengaruhi, menentukan dan 
mengendalikan kebijakan dan perijinan industri 
kebun dan minyak sawit hari ini. 

Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK, 2016), sistem pengendalian perizinan kelapa 
sawit tidak akuntabel, sehingga tidak sesuai 
dengan peruntukkan ruang, tidak terintegrasi 



AKSI WARGA 

Tanah Kami 
Dirampas Perusahaan 

JAKARTA, Beberapa orang dari Per¬ 
wakilan dari sejumlah suku di wilayah 
Papua, mendatangi sejumlah kantor 
kementerian di Jakarta, untuk menyam¬ 
paikan protes terhadap izin perusahan 
perkebunan yang mencaplok hutan 
adat mereka. 

Mereka menggelar audiensi dengan 
Kementerian Pertanian, Badan Pertana¬ 
han Nasional, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Bareskrim Mabes Polri serta 
meminta dukungan kepada lembaga 
gereja dan aktivis lingkungan, termasuk 
beberapa organisasi masyarakat sipil. 
Audiensi dengan Lembaga terkait ber- 
lansung sejak 12-16 November 2018 
itu, mereka juga menggelar aksi unjuk 
rasa di depan kantor PT Indofood, yang 
merupakan induk dari sejumlah peru¬ 
sahan perkebunan yang beroperasi di 
Papua. 

Samuel Ariks, perwakilan warga Suku 
Mpur, yang mendiami Kabupaten 
Tambrauw, Provinsi Papua Barat men¬ 
gatakan, mereka ingin agar hutan adat 
mereka yang kini dikuasai oleh PT Bin- 
tuni Argo Prima Perkasa (BAPP), anak 
usaha Indofood dikembalikan kepada 
mereka. 

"Itu tanah kami, tapi seakan-akan 
sudah jadi milik perusahan." Ungkapnya 
dalam aksi.. 

Menurutnya, perusahan itu yang be¬ 
raktivitas sejak 2015 mendapat izin di 
atas lahan seluas 19.369 ha, di mana di 
dalamnya termasuk hutan adat mereka. 
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dengan perencanaan ruang, terjadi tumpang tindih ijin, tidak ada sistem 
verifikasi ijin, pemohon ijin yang tidak memenuhi persyaratan tapi tetap 
diproses dan diterbitkan ijinnya, serta dilakukan dengan bertindak koruptif. 

Perusahaan modal besar ini dalam menjalankan bisnisnya diduga melakukan 
praktik kejahatan kehutanan dan lingkungan. Investigasi Pusaka (2018) 
untuk perkebunan kelapa sawit di Kapuas, Kalimantan Tengah, ditemukan 
anak perusahaan Genting Group, yakni: PT. Susantri Permai, PT. Dwika Warna 
Karya, PT. Kapuas Maju Jaya, beroperasi membongkar kawasan hutan tanpa 
ada restu ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan 
ijin lokasinya tumpang tindih dengan ijin perusahaan pembalakan kayu. 
Perusahaan tersebut beroperasi diluar ijin dan terlibat dalam kejahatan 
lingkungan, seperti melakukan pembunuhan terhadap orang utan, hewan 
yang dilindungi. Perusahaan berkonflik dengan masyarakat adat setempat 
karena menggusur kebun dan hutan adat. 

Di Papua, daerah Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, PT. BAPP (Bintuni 
Agro Prima Perkasa), menggusur dan membongkar hutan setempat yang 
tidak sesuai dengan tujuan pelepasan kawasan hutan, serta tidak mempunyai 
AMDAL. Kasus lain, tujuh anak perusahaan perkebunan kelapa sawit Menara 
Group di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, memiliki areal yang melebihi 
batas luas penguasaan tanah, yakni seluas 270.262 hektar dan pemilikannya 
telah dialihkan tanpa sepengetahuan masyarakat. 


pemimpin masyarakat adat Papua, Suku Maybrat dari Sorong Selatan, Suku 
Mpur dari Tambrauw, Suku Moi dari Sorong, Suku Mandobo dari Boven 
Digoel dan Suku Marind dari Merauke, melakukan dialog dengan pemerintah 
dan mengungkapkan permasalahan industri perkebunan yang merampas 
hak-hak atas tanah adat mereka. 

Masyarakat juga mengkonfirmasi pelaksanaan kebijakan Inpres Moratorium 
ke Menteri Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jawabannya standar 
hampir sama yakni pelaksanaan Inpres Moratorium belum efektif berjalan, 
belum ada informasi rencana kerja yang final, pemerintah sudah membuat 
rapat persiapan dan koordinasi, pemerintah masih mengumpulkan data 
informasi dan pemerintah masih melakukan koordinasi untuk satu peta. 
Di daerah Kapuas dan Jayapura, pemerintah belum mempunyai informasi 
berarti berhubungan dengan pengumpulan dan verifikasi data perijinan 
sebagaimana amanat Inpres Moratorium. 

Seberapa serius pemerintah Menteri, Kepala Badan dan Pemerintah daerah, 
menjalankan Inpres Moratorium. Belum ada informasi relevan tentang hal 
ini yang disampaikan secara terbuka, kecuali pidato keberadaan Inpres 
tersebut. Sementara di lapangan, mesin-mesin chainsaw dan buldoser milik 
perusahaan perkebunan dengan kawalan aparat terus menggusur hutan dan 
dusun sumber pangan masyarakat. 


Dalam pengelolaan lahan, ditemukan perusahaan menggunakan cara 
pembakaran yang dilarang karena dampaknya terhadap peningkatan emisi 
gas rumah kaca. Perusahaan juga belum sungguh-sungguh mengembangkan 
tanggung jawab sosial dan membangun kebun masyarakat seluas 20 persen 
dari luas ijin (HGU) yang diberikan. 


Paulus Ajombuani, Kepala Suku Mpur di Kebar,Tambrauw, mengatakan "Kami 
mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan 
aktifitas perusahaan PT. BAPP, kita berbicara disini moratorium hutan dan 
sawit, tetapi dilapangan perusahaan menggusur hutan dan memperluas 
lahan". 


Permasalahan ini berulang-ulang terjadi dan meluas hingga ke daerah 
ekspansi baru diTanah Papua. Pada pertengahan November 2018, perwakilan 



‘Tuas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 15,7 juta hektar, 
sebagian besar sekitar 10,7 juta hektar dimiliki oleh perusahaan 
swasta, sisanya perusahaan BUMN sebesar 493 ribu hektar dan 
kebun rakyat sebesar 4,4 juta hektar. ” ^ 
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Masyarakat menginginkan perubahan, penegakan 
hukum dan pemulihan hak.Tidak hanya menunda 
ijin ekspansi, tetapi juga mengevaluasi dan 
mencabut ijin-ijin yang melanggar, menata 
kembali sistem perijinan yang pro pada rakyat, 
keadilan dan keberlanjutan lingkungan, serta 
dapat menyelesaikan konflik. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 
Darmin Nasution, menekankan Inpres 8/2018 
ini untuk membenahi berbagai persoalan yang 
ada diperkebunan kelapa sawit, bukan sekedar 
menindak mereka yang melanggar aturan, tetapi 
menyelesaikan persoalan agar ke depan lebih 
baik. 

Pandangan dan sikap ini terkadang dan 
cenderung dilatarbelakangi pertimbangkan 
kepentingan ekonomi tertentu, bahwa industri 
sawit berkontribusi sebagai sumber devisa negara, 


mempekerjakan 5,5 juta orang dan menghemat 
pengeluaran energi. Karenanya, pemerintah hati- 
hati dalam bertindak untuk tidak menimbulkan 
guncangan ekonomi negara. 

Pandangan ini tidak adil, jika didasarkan 
atas konstitusi dan mempertimbangkan 
bagaimana industri sawit tersebut dibangun 
diatas penderitaan dan pengorbanan rakyat 
serta kerusakan lingkungan yang rusak. Tentu 
diperlukan komitmen dan langkah besar untuk 
melaksanakan Instruksi Presiden Jokowi, tanpa 
kompromi untuk bertindak membenahi tata kelola 
industri minyak kelapa sawit yang dikendalikan 
pemodal dan penegakan hukum. Perlu ada 
keterlibatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Komisi Ombudsman untuk mengawasi dan 
memeriksa setiap tindakan yang menyimpang 
dari proses pelaksanaan instruksi presiden. 


1 PERLU KOMITMEN BESAR 

PELAKSANAAN INPRES MORATORIUM 
IZIN SAWIT 

2 AKSI WARGA TANAH KAMI DIRAMPAS 
PERUSAHAAN. 

3 HAM PAPUA 2018 HAK HIDUP DAN 
HAK BEBAS DIABAIKAN. 

4 MENGUJI INPRES MORATORIUM 

5 PERUSAHAAN MELANGGAR HAM 


6 PEMERINTAH SEGERA LAKUKAN 
REVIEW IZIN 

7 SUKU MPUR MENUNTUT 

PERUSAHAAN PT. BAPP SEGERA 
KELUAR DARI TANAH SUKU MPUR 

8 RESOLUSI MARANATHA 
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Oleh Franky Samperante & Bernard Agapa 


D alam sidang UPR {Universal Periodic Reivew, 2017), pemerintah Indonesia berjanji 
akan memfasilitasi dugaan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah 
akan membawa permasalahan ini ke peradilan HAM berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 26Tahun 2000. Namun hingga akhirtahun 2018, belum ada laporan pemerintah 
tentang langkah hukum berarti terkait pengadilan HAM dan keluarga korban belum 
mengetahui rencana pemerintah. 

Situasi pelanggaran hak sipil dan politik di Papua belum ada perubahan berarti seperti 
tahun sebelumnya. Hak untuk hidup dan hak bebas terus dilanggar. Kekerasan, 
penyiksaan, pengeroyokan, intimidasi, ancaman verbal hingga tindakan pembunuhan 
dialami Orang Asli Papua, dengan pelaku adalah aparatus keamanan negara anggota 
TNI dan Polri. Demikian pula, aksi-aksi pelarangan dan pembatasan kebebasan 
berkumpul dan berekspresi, diikuti penangkapan, kekerasan dan pengrusakan, masih 
terjadi dan kebanyakan dialami aktivis organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang Januari hingga Desember tahun 
2018, diketahui terdapat 38 peristiwa pelanggaran hak sipil dan politik di Tanah Papua 
maupun berhubungan dengan haksipil dan politikorang asli Papua,yang terjadi diluar 
Pulau Papua. Kasus paling serius adalah penggunaan kekuatan aparatus keamanan 
dan peralatan militer secara berlebihan pada saat melakukan operasi pengamanan 
dan menangani perkara hukum, sehingga terjadi kasus penembakan dan penyiksaan 
hingga mengakibatkan kematian jiwa. 

Kami mencatat, terdapat tujuh kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian. Empat 
kasus diantaranya dengan korban meninggal, yakni: Anekanus Kemarigi (Nduga, 
Januari 2018), Riko Ayomi (Sorong, Maret 2018), Mesak Meraudje (Jayapura, 2018) dan 
Yudas Gebze (Merauke, September 2018), diduga korban meninggal setelah dipukul 
dan disiksa. Dalam pemberitaan media, diketahui salah satu korban, Mesak Meraudje, 


dibunuh tanpa sebab oleh anggota 
TNI AD, Kompi Markas Korem 172/PWY, 
yang mengalami gangguan jiwa. 

Demikian pula, pendekatan keamanan 
dan penggunaan senjata dalam 
penanganan kericuhan di lokasi 
Portside, pelabuhan PT. Freeport,Timika, 
(Februari 2018), telah mengakibatkan 
seorang perempuan Suku Kamoro, 
Emalukata Emakeparo (55 thn), asal 
Pulau Karaka, meninggal terkena peluru 
nyasar aparat. Terdapat pula kasus 
penembakan terhadap warga Welem 
Mara (33 tahun) di depan Kantor Polsek 
Angkaisera, Serui, oleh anggota Polisi 
Brigadir Billu orgenes Ohee, diduga 
penyebabnya pelaku dalam keadaan 
pengaruh minuman beralkohol. 
Gubernur Papua, Lukas Enembe 
(September 2018), meminta "Jangan 
ada lagi orang asli Papua yang mati sia- 
sia oleh tangan-tangan aparat militer 
bertugas di Papua... Ko mau TNI kah, 
polisi kah, kalau bunuh orang Papua, 
saya lapor langsung PBB." 

Pemerintah daerah dan pusat belum 
melakukan tindakan apapun atas 
kasus-kasus pembunuhan tersebut. 
Kini, situasi mencekam dan ancaman 
kematian warga terus terjadi di Nduga. 
Gabungan anggota TNI dan Polri 
melakukan 'operasi militer' di daerah 
Nduga, tujuannya untuk melakukan 
evakuasi dan mengejar anggota 
TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional 
Papua Barat) yang diduga melakukan 
penembakan pesawat, pembunuhan 
warga (Juni 2018) dan pekerja jalan PT. 
Istaka Karya (Desember 2018). 


Presiden Jokowi memerintahkan 



Pemerintah daerah dan pusat belum melakukan 
tindakan apapun atas kasus-kasus pembunuhan 
tersebut. Kini, situasi mencekam dan ancaman 
kematian warga terus terjadi di Nduga. 
Gabungan anggota TNI dan Polri melakukan 
operasi militer’ di daerah Nduga" 


Panglima TNI dan Kapolri, untuk melakukan penyelidikan Kasus Nduga. Dilapangan 
Nduga, operasi gabungan TNI/Polri yang berlangsung dalam suasana perayaan Natal 
berlangsung keras dan mengakibatkan ribuan warga daerah Nduga pergi keluar 
kampung dan mengungsi ke hutan. Diketahui ada empat warga meninggal (Juli 2018), 
yakni Mianus Lokbere dan Nison Umangge, ditemukan di Distrik Mbua, di sekitar 
korban ditemukan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, pabrik senjata 
buatan Indonesia. Tim Evakuasi Warga Sipil menemukan korban Kaluke Gwijangge, 
meninggal karena serangan jantung, dan Mentus Nimiangge di Distrik Mbulmu Yalma, 
terkena peluru dan tanpa pertolongan, lalu meninggal. 


Dalam kasus Nduga, Koalisi Organisasi 
Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM 
dan Lingkungan di Tanah Papua, 
meminta Presiden untuk menghentikan 
operasi militer dan mendukung upaya 
penegakan hukum secara adil, segera 
melindungi dan mencegah korban 
rakyat sipil. 

Hingga kini, belum ada tanggapan 
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pemerintah untuk menghentikan operasi militer di Nduga. 
Belum ada informasi dari penegak hukum dan pemerintah 
terkait tindakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang 
kejadian kasus-kasus pembunuhan dan mengumumkan 
hasilnya kepada publik. Proses hukum, tindakan dan sangsi 
terhadap pelaku dari pihak keamanan tidak terdengar dan tidak 
dipublikasikan. Demikian pula, pemerintah belum memberikan 
pemulihan hak korban maupun keluarganya. Beberapa kasus 
diketahui, pemerintah hanya memberikan 'uang duka' kepada 
keluarga. Para pelaku hanya menerima mekanisme internal atau 
bebas. 


Ancaman Kekerasan Sipil 

Pembatasan, pelarangan, pembubaran dan penangkapan 
terhadap warga, mahasiswa dan aktivis organisasi masyarakat 
sipil untuk berkumpul dan berpendapat terjadi dalam beberapa 
peristiwa dengan latar belakang yang beragam, antara lain: aksi 
menuntut penyelesaian pelanggaran HAM, aksi pembelaan 
hak atas tanah dan hutan, aktivitas politik dan aksi menuntut 
kemerdekaan secara damai. 



Kami merekam terdapat 15 kasus pelarangan, pembubaran 
dan penangkapan terhadap para aktivis terkait demonstrasi 
menyuarakan dan menuntut kemerdekaan atau referendum 
Papua, dalam berbagai momen, seperti aksi Deklarasi 
Kemerdekaan West Papua (April 2018), aksi peringatan PEPERA 
(Agustus 2018), aksi menuntut resolusi penentuan nasib sendiri 
(September 2018), hari ulang tahun KNPB (November 2018), aksi 
hari kemerdekaan Papua Barat 01 Desember dan aksi peringatan 
Trikora (Desember 2018). 

Dalam aksi-aksi damai ini, gabungan aparat kepolisian dan 
TNI, melakukan penangkap terhadap para aktifis peserta 
demonstrasi, aparat juga mengurung dan menahan warga tidak 
keluar dari tempat berkumpul. Terhitung aktivis dan warga yang 
ditangkap dalam kasus ini sebanyak 1.192 orang dan terjadi 
di beberapa daerah, seperti Jayapura, Merauke, Timika, Teluk 
Bintuni, Fakfak, Serui, Asmar dan Waropen, serta kota besar 
di luar Papua, Surabaya, Jakarta, Kupang, Ambon dan Maluku 
Utara. Dalam kasus penangkapan aktivis diTernate, Maluku Utara 
(Desember 2018), pihakanggotaTNI Kodim 1501 melakukan aksi 
kekerasan, pemukulan, menelanjangi dan menggundul rambut 
para aktivis secara paksa. 

Kasus pelarangan, pembubaran dan kekerasan terhadap 
pelaku aksi protes lainnya, yakni kasus kekerasan pemukulan 
oleh anggota Brimob terhadap satu orang warga yang protes 
terhadap perampasan lahan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di 
Kebar, Kabupaten Tambrauw (Agustus 2018); penangkapan 
14 aktivis yang melakukan aksi damai di Jayapura (September 
2018) menuntut Freeport ditutup dan tolak militerisme; petugas 
Polisi Merauke menangkap Agus Mahuze (November 2018) 
yang membawa poster kampanye lingkungan hidup saat 
iring-iringan Presiden Jokowi di Merauke; petugas Polisi Raja 


Ampat membuka secara paksa 'palang adat' yang dipasang di 
Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat (Nopember 2018); aparat 
Polisi Jayapura melakukan pembubaran 'Aksi Kamisan' untuk 
memperingati dan menuntut penyelesaian Kasus Pelanggaran 
HAM di Papua (Desember 2018). 

Aksi-aksi damai aktivis Papua di luar pulau Papua diperhadapkan 
dengan tindakan penyerangan dan kekerasan terhadap para 
demonstran yang melibatkan organisasi masyarakat sipil di 
daerah setempat, seperti keterlibatan aktifis Pemuda Pancasila 
yang menyerang peserta aksi di Surabaya 1 (Agustus 2018), 
aktifits FPI, PP dan ormas lain di Makassar (November 2018), 
gabungan Ormas bela NKRI, seperti FKPPI, PP, Persaudaraan Setia 
Hati Teratai, yang menyerang peserta aksi di Surabaya, Malang 
dan Bali (Desember 2018). 

Penyerangan dan kekerasan sipil untuk menghentikan dan 
melarang aksi-aksi tersebut dilakukan secara terencana, bahkan 
jauh sebelum adanya aksi sudah tersebar berita bernada 
ancaman kekerasan dari organisasi sipil dengan berbagai 
dalil seperti melanggar undang-undang dan NKRI harga mati. 
Kejadian ini diketahui dan berlangsung didepan mata aparatus 
negara, tetapi hanya didiamkan dan cenderung mendukung 
aksi kekerasan kelompok vigilonte tersebut. Disini negara 
gagal melindungi hak-hak warga dari ancaman dan tindakan 
kekerasan, disisi lainnya negara secara sengaja membutuhkan 
aktor-aktor non negara, kekerasan sipil, yang mendukungnya. 
Kehidupan demokrasi dan suara kritis terancam ulah main hakim 
sendiri. 


1. Lihat: https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas- 
makian-amp-kekerasan-daPJ 
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Oleh Tigor Hutapea, S.H. 

P residen Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa 
Sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, banyak 
pihak menyebutnya dengan Inpres Moratorium izin kelapa Sawit. Didalam 
inpres tersebut pemerintah ingin memperbaiki tata kelola perkebunan 
kelapa sawit, melindungi kelestarian lingkungan dan pembinaan petani 
kelapa sawit guna meningkatkan produktivitas. 

Organisasi masyarakat sipil berulangkah meminta dan melakukan tekanan 
agar pemerintah melakukan evaluasi industri kelapa sawit yang telah 
membawa dampak lingkungan dan dampak sosial. Berbagai laporan 
organisasi masyarakat sipil menggambarkan industri kelapa sawit skala besar 
menimbulkan deforestasi hutan, konflik agraria, kerusakaan lingkungan, 
pelanggaran hak-hak masyarakat adat, buruh, perempuan dan anak. Publikasi 
The Institute for Ecosoc Rights berjudul Industri perkebunan Sawit dan Hak 
Asasi Manusia di kalimantan Tengah menggambarkan berbagai pelanggaran 
yang dilakukan pemerintah dan korporasi atas pelaksanaan tanggung jawab 
hak asasi manusia (2015). Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat pada 
tahun 2018 terjadi dari 114 konflik agraria 83 kasus atau 60 persen terjadi di 


perkebunan kelapa sawit. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 16 juta hektar lebih 
areal tutupan sawit berada didalam kawasan hutan 3,2 juta hektar belum 
dilakukan pembangunan (land bank) yang terletak 25 Provinsi, dengan 
areal perkebunan seluas itu tentunya secara langsung bertabrakan dengan 
kepentingan banyak pihak. 

Keluarnya inpres Nomor 8 tahun 2018 menggambarkan pemerintah 
mengakui adanya permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit 
dan memberikan waktu selama tiga (3) tahun hingga 2021. Pertanyaannya 
bagaimana pelaksanaan Inpes ini sejak september 2018, apakah sudah 
berlangsung efektif. 

Akhir November 2018 Suku Awyu didukung lembaga masyarakat adat 
kabupaten Boven Digoel dan beberapa suku lainya mengirimkan surat 
kepada Presiden Republik Indonesia menolak kehadiran tujuh perusahaan 
kelapa sawit dengan total 250.990 hektar yang berada diwilayah adat awyu. 
Suku adat Awyu khawatir sebab perusahaan hingga saat ini masih terus 
melakukan aktivitas lapangan mengambil data perizinan, salah satu tuntutan 
suku Awyu agar Presiden segera melaksanakan Inpres moratorium. 



“Keluarnya Inpres Nomor 8 tahun 2018 
menggambarkan pemerintah mengakui adanya 
permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit 
dan memberikan waktu selama tiga (3) tahun hingga 
2021 .” 


Intruksi Presiden diberikan kepada delapan 
pejabat negara yaitu Menteri koordinator bidang 
perekonomian, Menteri lingkungan hidup dan 
kehutan, menteri pertanian, menteri agraria dan 
tata ruang/kepala BPN, Kepala badan koordinasi 
penanaman modal, Menteri dalam negeri, Para 
Gubenur dan Para Bupati/Walikota. Secara garis 
besar kedelapan pejabat sesuai dengan fungsinya 
masing-masing melakukan penundaan perizinan, 
evaluasi perizinan existing atau izin yang sudah 
terbit dan peningkatan produktivitas perkebunan 
kelapa sawit. 

Berkaca pada kasus yang dialami suku adat Awyu, 
hingga saat ini belum ada tindakan yang dilakukan 
pemerintah daerah setelah terbitnya Inpres 
Moratorium sawit. Jajaran pemerintah bahkan 
belum mengetahui terbitnya Inpres tersebut, 
masyarakat adat bahkan harus memperlihatkan 
Inpres tersebut kepada aparat dinas perizinan, 
padahal setiap enam bulan Menko Ekonomi harus 


memberikan laporan pelaksanaan Inpres kepada 
presiden RI. 

Untuk melakukan Inpres moratorium seharusnya 
jajaran tingkat kementerian melakukan koordinasi 
merinci langkah-langkah implementasi dan 
rencana kerja. Menteri Dalam Negeri segera 
menerbitkan surat edaran atau melakukan 
sosialisasi kepada para Bupati dan para Gubernur 
menghentikan seluruh proses perizinan, 
pembukaan lahan, disertai langkah-langkah 
implementasi inpres moratorium. 

Yayasan pusaka melalui citra satelit menemukan 
beberapa perusahaan terus melakukan 
pembukaan hutan sejak inpres moratorium 
keluar, antara lain: PT Internusa Jaya Sejahtera 
di Merauke terus membuka hutan seluas 91,99 
hektar hingga Januari 2019, PT. Agriprima Cipta 
Persada di Merauke membuka hutan seluas 
141,48 hektar hingga 14 desember 2018, PT 
Putera Manunggal Perkasa di Sorong Selatan, 


seluas 237,83 hektar hingga 05 Januari 2019. 
Inpres Moratorium Sawit belum menjangkau isu 
permasalahan pembukaan hutan dan deforestasi 
yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa 
sawit tersebut. Ini isu penting dalam Inpres 
Moratorium. 

Demikian pula, agar pelaksana Inpres moratorium 
berjalan efektif sesuai dengan tujuan, maka 
para pelaksana Inpres harus membuka akses 
partisipasi masyarakat guna mendapatkan dan 
memberikan informasi, hingga diberikan ruang 
mengambil keputusan bersama. Tentunya kita 
tidak menginginkan Inpres moratorium menjadi 
kebijakan tertulis yang tidak memberikan 
dampak perbaikan terhadap tata kelola sawit. 
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Inpres Moratorium 8 Tahun 2018 Tahun 2018 

Tentang Penundaan dan Evaluasi perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta 

peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit 1 


No 

Penerima In¬ 
struksi 

Intruksi 

1 

Bupati 

Melakukan Kebijakan 

1. Melakukan penundaaan penebitan rekomendasi/IUP pembukaan Perkebunan kelapa sawit 
baru. 

2. Melakukan Pembatalan IUP / STDUP yang berada dalam kawasan hutan (hasil pembahasan 
rapat koordinasi). 

Melakukan Evaluasi 

1. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah 
kabupaten. 

2. Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atau izin lokasi dan IUP dan STDUK. 

3. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan dan diluar 
kawasan hutan. 

2 

Gubernur 

Melakukan Kebijakan 

1. Melakukan penundaaan penerbitan rekomendasi iUP dan Izin pembukaan lahan PKS di ka¬ 
wasan hutan kecuali dikutum kedua angka 2 inpres. 

2. Melakukan pembatalan IUP / STDUP yang berada didalam kawasan hutan (hasil pembahasan 
rapat koordinasi). 

Melakukan Evaluasi 

1. Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta izin lokasi dan IUP atau STDUP; 

2. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi kepada menteri pertanian menyangkat IUP 
dan ATR menyangkut Izin lokasi. 

3. Menyampaikan usulan ke KLH untuk penetapan areal yang berasal dari pengambalian tanah 
dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan. 

3 

Menteri 

Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

Melakukan Kebijakan 

1. Melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar hutan untuk perkebunan kelapa sa¬ 
wit bagi : 

• Permohonan baru 

• Permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah me¬ 
menuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif 

• Permohonan yang telah mendapat persertujuan prinsip namun belum ditata batas dan 
berada pada kawasan hutan yang masih produktif 

2. Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau 
tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan 

3. Langkah-langkah hukum tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk PKS ber¬ 
dasarkan verifikasi data, evaluasi atau pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk PKS 

4. Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untukperkebunan rakyat atas 
pelepasan kawasan hutan untuk PKS 

Melakukan Evaluasi 

1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan 
untuk perkebunan KS yang mencakp nama, nomor, lokasi, luas, peruntukan dan tanggal 
penerbitan 

2. Pelepasan atau tukar menukar kawasam hutan yan dimanfaatakan sebagai PS yang belum 
dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif dan/ atau terindikasi tidak sesuai dengan 
tujuan pelepasan atau tukar menukar dan dipindahtangankan ke pihak lain; 

3. PKS yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan atau tukar 
menukar kawasan hutan 

4. Pelaksanaan pembangunan areal htan yang NKT dari pelepasan kawasan hutan untuk perke¬ 
bunan kelapa sawit 

4 

Menteri Pertanian 

Melakukan Kebijakan 

1. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifi¬ 
kasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas sawit 

2. Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit menetapkan ISPO 

3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria IUP atau STDUP (Hasil pembahasan rapat koordinasi) 

Melakukan Evaluasi 

1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan peta IUP PKS dan pendaftaran STDUPKS secara 
nasional (nama, lokasi, luas, tanggal, penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam 

2. Melakukan evaluasi Proses pemberian IUP dan STDUPKS 

3. Melakukan evaluasi IUP dan STDUPKS yang telah diterbitkan 

4. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUPKS dan IUP-B untuk mem¬ 
fasilitasi pembangunan flasma 20% 


6 »> 


EDISI 11/01-02 | SUARA PUSAKA 









5 

Menteri Agraria 
dan Tata Ruang / 
Kepala BPN 

Melakukan Evaluasi 

1. Melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU (nama, nomor, lokasi, luas, tanggal penebitan, 
peruntukan) 

2. Kesesuaian HGU PKS dengan tata ruang; 

3. Realisasi pemanfaatan HGU PKS; 

4. Peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran BPN 

5. Pelaksanaan perlindungan dan./atau pembangunan areal hutan yang bernilai tinggi dari pe- 
lapasan kawasan hutan untuk PKS 

Melakukan Kebijakan : 

1. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelak¬ 
sanaan hak masyarakat seluas 20% dari pelapasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan 
kelapa sawit; 

2. Melakukan menerbitkan hak atas tanah pada lahan-lahan PKS rakyat; 

3. Penetapan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan 
sesuai peraturan perundang-undangan (Hasil rapat koordinasi) 

4. Penghentian proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan 
sesuai ketentuan PUU atau pembatalan HGU PKS yang ditetapkan sebagai tanah terlantar 
(Hasil rapat koordinasi) 

5. Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai 
kawasan hutan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan hak atas tanahnya (Hasil rapat 
koordinasi) 

6. Penetapan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara (Hasil rapat 
koordinasi) 

7. Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai 
hutan disampaikan ke gubernur untuk diusulkan ke menteri LHK (Hasil rapat koordinasi) 

6 

Menteri Dalam 
Negeri 

Melakukan pembinana dan pengawasan dalam pelaksanaannya, penundaaah dan evaluasi periz¬ 
inan sawit serta meningkatkan profuktivitas perkebunan kelapa sawit. 

7 

Kepala Badan 
Koordinasi 
Penanaman Modal 

Menunda permohonan penanaman modal baru untuk PKS atau perluasan PKS yang telah ada 
lahannya yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar hutan kecuali diktum kedua angka 2 

8 

Menteri 

Koordinator 

Bidang 

Perekonomian 

Melakukan evaluasi 

1. Menerima Laporan dari menteri ATR/BPN. KLHK dan Pertanian 

2. Melakukan Koordinasi dan rekomendasi 

• Verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa 
sawit, peta izin usaha perkebunan, surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan 
HGU: 

• Menetapkan standar minimum kompilasi data. 

• sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian 
: perizinan yg dilakukan oleh kementerian dengan pemda, IUP dengan HGU, keputusan 
penunjukan/penetapan kawasan hutan dengan HGU; 

• Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yg telah dilakukan pelepasan 
atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan ; (perlindungan hutan) 

• Penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan sebagai 
tanah negara; (legalisasi menjadi tanah negara) 

Penyusunan NSPK IUP dan STDUP 

• Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU: 
(peluang) 

• Melakukan Langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan ka¬ 
wasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas 
pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit (peluang 
litigasi oleh pemerintah) 

• Pelaporan kepada presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan 
tentang kemajuan pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa 
sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. 


1 • Penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dikecualikan pada yang telah ditanami dan diproses 
berdasarkan ketentukan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan. 
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Perusahaan Melanggar HAM 

Oleh DittaW., S.H.,M.H. 


K 'ehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
daerah Kalimantan Tengah telah menimbulkan masalah sosial dan 
penghilangan kawasan hutan , serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 


Hal ini disampaikan oleh kolaborasi LSM Yayasan Petak Danum, Palangkaraya 
Ecological and Human Rights Studies (PROGRES), Aliansi Gerakan Reforma Agraria 
(AGRA), Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SPASI), Aliansi Gerakan Anti Asap dan Sawit 
(GAAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Yayasan Pusaka, 
dalam pertemuan media briefing Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional di 
La Sarai Caffe & Resto, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 8 Desember 2018. 

Direktur Yayasan Petak Danum, Muliadi, menyampaikan "Awal mula adanya sawit di 
KalimantanTengah pada tahun 1980an di Kabupaten Katingan dan Kapuas, ditambah 
lagi adanya proyek lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Kapuas, dimana terjadi 
permasalahan pelanggaran HAM, perampasan tanah secara luas dan diikuti konflik 
kekerasan yang dialami masyarakat." 


Masyarakat terpaksa dan tergoda dengan 
iming-iming perusahaan dan pemerintah. 
Mereka menyerahkan tanahnya secara 
terpaksa, namun masyarakat mengalami 
sebaliknya, tanah diganti rugi secara tidak 
layak dan bahkan belum digantikan. Lahan 
plasma yang dijanjikan tidak kunjung 
diterima. 

Pimpinan Serikat Pekerja Sawit 
Indonesia (SPASI) wilayah Kalimantan 
Tengah, Subit menyampaikan praktik 
perusahaan perkebunan kelapa sawit 
yang mengeksploitasi hak-hak buruh, 
seperti sistem kerja borongan atau satuan 
dan beban kerja semakin berat, tanpa 
insentif upah yang layak. Perusahaan 
tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS 
dengan alasan tidak ada KTP sehingga 
tidak berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan perlindungan bagi pekerja. 
Posisi buruh lemah karena belum adanya 
serikat buruh sehingga sangat terbatas 
untuk memperjuangkan, membela dan 
menyuarakan hak-hak buruh. 

Pimpinan PROGRESS, Kartika Sari, 
mengungkapkan juga dampak perusahaan 
perkebunan sawit terhadap kaum 
perempuan, "Perempuan kehilangan 
sumber pangan, sayur mayur dan rempah 
dan sumber pendapatan, yang biasa 
melibatkan perempuan. Perempuan harus 
lebih bekerja ekstra untuk mendapatkan 
air bersih karena air bersih semakin sulit 
diperoleh. Kaum buruh perempuan 
bekerja sebagai penyemprot pestisida atau 
pupuk lainnya tanpa standar keamanan 
untuk bekerja. Hal ini tidak diperhatikan 
dan dipedulikan oleh perusahaan." 





Perempuan kehilangan 
sumber pangan, sayur mayur 
dan rempah dan sumber 
pendapatan, yang biasa 
melibatkan perempuan. 

Perempuan harus lebih bekerja 
ekstra untuk mendapatkan 
air bersih karena air bersih 
semakin sulit diperoleh. 


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang mewajibkan 
korporasi untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan melaksanakan ketentuan 
hukum adat, termasuk melindungi kawasan budaya dan mengeluarkan dari kawasan 
perkebunan. Namun, pemerintah dan perusahaan masih abai dan secara sengaja 
tidak memenuhi hak-hak masyarakat adat. 

Manager Program Yayasan Pusaka, Ditta Wisnu, mengatakan "Pemerintah dan 
perusahaan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan hak asasi 
manusia, sehingga hak-hak masyarakat tidak terlanggar dan sejalan dengan kebijakan 


dan regulasi yang ada." 

Diperlukan harmonisasi kebijakan dan 
regulasi pemerintah pusat dan daerah 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
maupun kontroversi yang mengakibatkan 
kebingungan pada masyarakat dan 
membatasi upaya penegakan hukum. 
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Pemerintah Segera 
Melakukan Review Izin 


Oleh Ditta W., 


"Perusahaan menggunakan pendekatan keamanan 
dan kekerasan dalam menghadapi aksi-aksi protes 
masyarakat dan ritual adat untuk mengembalikan hak 
masyarakat". 


Dalam diskusi media terkait perampasan tanah dan HAM di Aula Pertemuan YLBHI 
di Jakarta (13 Desember 2018), menghadirkan aktivis YLBHI, Rahma Mary, Direktur 
Yayasan Pusaka, Franky Samperante, Direktur Yayasan Petak Danum, Kapuas, 
Kalimantan Tengah, Mulyadi, Direktur Link-Ar Borneo, Agus Sutomo, dan Jaya D. Buhu 
dari Dewan Adat Dayak Mandau Talawang-Kalimantan Tengah. 


Pimpinan Yayasan Pusaka dan Yayasan Petak Danum menyampaikan hasil investigasi 
dampak lingkungan dan pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, utamanya empat anak perusahaan Genting Group Malaysia, yaitu 
Dwie Warna Karya, Kapuas Maju Jaya, Susantri Permai dan Global Agro Lestari, yang 
beroperasi di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah sejak tahun 2008 hingga kini. 


Perusahaan perkebunan Genting Grup beroperasi merampas tanah dan membongkar 
merambah kawasan hutan dengan cara melanggar hukum, tanpa ijin pelepasan 
kawasan dan tanpa persetujuan masyarakat. Perusahaan berkonflik dengan 
masyarakat adat setempat dan buruh terkait permasalahan upah dan kesejahteraan 
buruh. Diketahui terjadi pembunuhan hewan Orang Utan yang dilindungi pada areal 
perusahaan dan dugaan pencemaran sungai. 


"Perusahaan menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam menghadapi 
aksi-aksi protes masyarakat dan ritual adat untuk mengembalikan hak masyarakat", 
kata Jaya, menjelaskan buruknya situasi masyarakat di hulu Kapuas. 


YLBHI mendata pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit meledak semenjak 20 
tahun terakhir, luas lahan perkebunan kelapa sawit dari 3,5 juta hektar di tahun 1975 
menjadi 13,1 juta hektar di tahun 2005. 


Rahma dari YLBHI mengatakan, "Meskipun 
hak konsitusi masyarakat adat telah diakui 
oleh negara, namun dalam praktik masih 
belum diakui, sehingga ijin dikeluarkan 
oleh pemerintah tanpa melihat apakah 
ijin operasi ini di atas tanah yang tidak 
berpemilikan, kenyataanya ijin ini diatas 
tanah masyarakat adat, sehingga terjadinya 
konflik dengan masyarakat karena mereka 
mempertahankan dan meminta tanahnya 
kembali." 

Dalam kasus ini, posisi masyarakat di tindas, 
masyarakat tidak tahu yang sebenarnya 
dan tidak adanya pendampingan hukum. 
Pada akhirnya masyarakat sendiri 
mempertahankan haknya dengan 
melakukan peraturan adat, namun hukum 
ini akan kalah dengan hukum negara 
karena masyarakat adat ini hanya di akui di 
atas kertas. 

Jaya dari Dewan Adat Mandau Talawang, 
menyampaikan persoalan serius dihadapi 
masyarakat adat di Kapuas hulu adalah 
permasalahan air bersih semakin terbatas 
dan mahal. Sebelum ada perusahaan 
masyarakat bebas mandi dan minum dari 
air sungai Pinang Besar. Namun setelah 
ada perusahaan perkebunan kelapa sawit 
dan pertambangan, terjadi perubahan 
air sungai semakin keruh dan tercemar. 
Masyarakat mengalami penyakit kulit gatal- 
gatal dan warga terpaksa mengkonsumsi 
air mineral. Ini wujud pelanggaran HAM, 
aktivitas perusahaan telah mengancam 
kelangsung hidup dan keselamatan jiwa, 
serta kesehatan warga. Hal ini juga dialami 
warga disekitar kawasan kebun kelapa 
sawit di Kalimantan Barat. 



"Masifnya ijin-ijin usaha 
perkebunan diterbitkan 
pemerintah dengan cara 
mengabaikan hak-hak 
masyarakat adat dan tidak ada 
pemeriksaan dilapangan." 


Adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 terkait moratorium izin perkebunan 
kelapa sawit dapat menjadi peluang untuk melakukan evaluasi dan mereview izin 
perkebunan dan hakguna usaha perusahaan. Panelis sepemahaman agar pemerintah 
melakukan review dan harus berani mencabut izin-izin perusahaan dan hak guna 
usaha yang terbukti menyimpang dan melanggar hak-hak masyarakat dan terlibat 
dalam kejahatan lingkungan. 


Perusahaan harus menghormati hak-hak 
masyarakat adat setempat dan buruh lokal, 
memberikan rehabilitasi dan memenuhi 
hak-hak masyarakat adat dan buruh seperti 
lahan kebun plasma masyarakat, program 
tanggung jawab sosial dan ekonomi serta 
perlindungan kawasan hutan yang bernilai 
konservasi serta menyelesaikan ganti rugi 
lahan. 
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AKSI WARGA 


la mengatakan, sejakawal menolak menolak, tetapi perusahan 
memaksa beroperasi dan membabat hutan, saat ini wilayah 
hutan ini dijaga oleh aparat Brimob. 


"Kami tidak punya akses lagi ke sana," jelasnya, sembari 
menambahkan, pekerjaan warga Suku Mpur adalah petani, 
peramu dan berburu. 


Mereka mendesak PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP), anak 
usaha Salim Group, juga punya Indofood, segera keluar dari 
tanah mereka. 


"Kitorang makan sagu, bukan sawit." Begitu tulisan pada 
poster yang dibawa Lidya Monalisa Upaya, dari Keadilan, 
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Gereja Kristen Injil Tanah 
Papua. 

Hari itu, Mona, membawa poster dan spanduk dalam aksi 
di Jakarta. Mereka menuntut Indofood bertanggung jawab 
terhadap eksploitasi perkebunan yang merampas hak dan 
merusak hutan Papua. "Tanah Papua itu tidak kosong," kata 
mereka berulang-ulang saat dialog dan kampanye pada 
kementerian dan lembaga di Jakarta. BAPP memiliki konsesi 
19,369 hektar di Lembar Kebar, Tambaraw. 

Tak hanya BAPP, Indofood pun punya empat perusahaan 
perkebunan di Tanah Papua, tiga di Papua Barat, yakni PT 
Subur Karunia Raya (38.620 hektar) di Teluk Bintuni, PT 
Rimbun Sawit Papua (30.596 hektar) di Fakfak, PT Menara 
Wasior (32.173 hektar) di Teluk Wondama, dan PT Tunas 
Agung Sejahtera (40.000 hektar) di Mimika, Papua. 

BAPP mendapatkan izin pelapasan kawasan hutan untuk 
perkebunan sawit. Izin pelepasan kawasan keluar 2009, sejak 
2015, lahan itu ditanami jagung. Selain itu, BAPP beroperasi 
tanpa amdal dan izin lingkungan, katanya, jelas melanggar 
UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 


Romo Nico Rumbayan dari Komisi Keadilan, Perdamaian 
dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Merauke yang menemani 
warga suku ini mengatakan, masyarakat di Papua umumnya 
tidak dilibatkan dalam proses penerbitan izin. 

"Kalau mereka menolak, maka mereka harus berhadapan 
dengan aparat keamanan," katanya. Padahal, kata dia, hutan 
adalah sumber pangan masyarakat, serta bernilai sosial. 

Petrus Kinggo, Suku Mandobo, mengatakan, Kali Kao, Boven 
Digoel juga terdampak karena ada pembukaan lahan oleh 
anak usaha PT Korindo Grup, PT Tunas Sawa Erma, di lahan 
masyarakat, tepat di Blok E Kali Kao sekitar 20.000 hektar. 

"Awalnya mereka tidak ada keterbukaan dengan masyarakat. 
Tidak ada informasi, tidak ada keterbukaan informasi. Surat 
kesepakatan hanya melewati satu dua orang saja mengatakan 
sudah setuju, padahal itu rekayasa," katanya. 

Di lahan warga itu, katanya, ada pohon damar, masarwa, 
meranti, sampai pala. Perusahaan menawarkan harga hanya 
Rpl .000,00 per meterkubik. Pada 1998, kalau masyarakat tak 
setuju, bakal berhadapan dengan aparat keamanan. Kini, 
masyarakat hanya jadi buruh sawit. "Kami minta pemerintah 
mencabut semua izin HGU dan kembalikan hak tanah adat," 
katanya. 

Lidya Monalisa Upuya dari Gereja Kristen Indonesia di 
Tanah Papua mengtakan, pemerintah mesti mencabut izin 
perusahan-perusahan itu yang Masuk wilayah hutan adat 
serta melakukan rehabilitasi hutan. 

"Pendekatan keamanan, intimidasi dan kekerasan juga mesti 
dihentikan, Kami tegaskan, Papua bukan tanah kosong. Kami 
meminta pemerintah selalu menghormati hak-hak kami 
dan selalu melibatkan orang asli Papua dalam melakukan 
pembangunan," lanjut Lidya. 

Sementara itu, Sigit Nugroho, dari Kementerian Lingkungan 
Hidup, usai menerima kehadiran perwakilan warga ini berjanji 
mengevaluasi izin-izin perusahan tersebut. 


Tak hanya itu, izin lokasi dan izin perkebunan usaha untuk 
jagung keluar hanya dua hari. 



Suku lain yang mempersoalkan kehadiran perusahan 
perkebunan adalah Suku Moi di Kabupaten Sorong, Suku 
Iwaro di Sorong Selatan, Suku Mandobo di Kabupaten Boven 
Digoel dan Suku Malind di Kabupaten Merauke. 

Petrus Kinggo, perwakilan Suku Mandobo yang berkonflik 
dengan perusahaan sawit Korindo mengatakan, sejak awal 
mereka menolak investasi sawit, tetap saja izin diberikan. 


"Evaluasi ini akan melihat pelaksanaan izin di lapangan dan 
tanggung jawab atas kewajiban, juga pelibatan masyarakat." 
Evaluasi tersebut, katanya, akan berujung pada keputusan 
pencabutan izin usaha atau tetap melanjutkan usaha, tetapi 
dengan catatan. 

Wargapun membuat surat pernyataan sikap dan 
ditandatangani oleh 64 orang adat Papua dan koalisi 
masyarakat sipil yang mendukung. 

Monalisa Upuya juga membacakan surat pernyataan sikap 
mewakili pemilik lahan dan hutan adat Suku Mandobo di Kali 
Kao, Boven Digoel; Suku Malind di Muting, Merauke dan Suku 
Mpur di Kebar, Tambrauw. Juga, Suku Moi di Klasouw dan 
Klayili, Sorong; Suku Maybrat di Ikana, Sorong Selatan dan 
organisasi masyarakat sipil maupun keagamaan. 

Surat ini dibacakan pada setiap pertemuan dengan 
kementerian atau lembaga, seperti KLHK, Kementerian 
Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Persatuan 
Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Juga saat aksi di depan 
gedung IndofoodTower. 
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S aat ini, masyarakat adat, kampung dan hutan adat di Papua, 
sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan 
sosial oleh karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu 
komersial dalam skala besar. Tanah dan hutan adat milik kami 
Orang Asli Papua, dirampas dan diambil tanpa persetujuan, 
mufakat dan keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung 
dengan melibatkan pemerintah sebagai pemberi ijin-ijin, serta 
bisnis keamanan. 

Indofood Group, salah satu dari perusahaan besar pemilik lima 
perusahaan perkebunan di Tanah Papua, yakni: PT. Bintuni Agro 
Prima Perkasa (19.369 ha) di Kabupaten Tambrauw, PT. Subur 
Karunia Raya (38.620 ha) di Kabupaten Teluk Bintuni, PT. Rimbun 
Sawit Papua (30.596 ha) di Kabupaten Fakfak, PT. Menara 


Wasior (32.173 ha) di Kabupaten Teluk Wondama, keempat 
perusahaan ini ada di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat 
dan PT.Tunas Agung Sejahtera (40.000 ha) di Kabupaten Mimika, 
Provinsi Papua. Perusahaan PT. BAPP di Kebar, Kabupaten 
Tambrauw, mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan 
(HPK) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
untuk perkebunan kelapa sawit, tetapi perusahaan PT. BAPP 
melakukan penanaman jagung dalam skala luas sejak tahun 
2015. Penyimpangan ini tidak mendapat tanggapan pemerintah 
dan aparat penegak hukum Semuel Ariks, Suku Mpur, pemilik 
tanah marga di Kebar, yang aktif menyuarakan permasalahan 
PT. BAPP, mengungkapkan, "Perusahaan PT. BAPP tidak terbuka 
dengan masyarakat dan melakukan penyimpangan terhadap 
kesepakatan. Perusahaan menjelaskan hanya melakukan uji 
coba kebun jagung selama tiga tahun pada lahan terbuka dan 



"Tanah dan hutan adat milik kami Orang Asli Papua, 
dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan 
keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung dengan 
melibatkan pemerintah sebagai pemberi ijin-ijin, serta 
bisnis keamanan." 


alang-alang, kenyataan perusahaan 
menggusur dan membongkar hutan dan 
dusun sagu masyarakat", jelas Semuel 
Ariks. Kehidupan Suku Mpur di Kebar dan 
umumnya masyarakat adat Papua yang 
wilayah adatnya diberikan ijin dan menjadi 
sasaran industri perkebunan, mereka 
masih hidup tergantung pada hutan 
dan dusun sagu sebagai sumber pangan 
dan mata pencaharian masyarakat. 
Veronika Manimbu, perempuan asal 
Suku Mpur, menjelaskan, "Ini peristiwa 
pertama, kami baru saja mengalami 
kehilangan hutan dan dusun sagu dalam 
jumlah luas hingga ribuan hektar. Kami 
juga mengalami kesulitan, kekerasan 
dan intimidasi, oleh aparat keamanan 
perusahaan" jelas Veronika. Kebanyakan 
perusahaan perkebunan di Tanah Papua 
mendapatkan ijin beroperasi di kawasan 
hutan dan dusun-dusun sumber pangan 


masyarakat, serta bernilai sosial budaya, 
ekonomi dan ekologi, termasuk kawasan 
gambut. Pemerintah dan perusahaan 
juga sengaja dan atau lalai menjalankan 
kewajiban pengelolaan lingkungan,sosial 
ekonomi budaya dan perlindungan hak- 
hak masyarakat adat. Pemerintah juga 
abai dalam penegakan hukum. Yohanes 
Akwan, pemimpin organisasi buruh (GSBI) 
Provinsi Papua Barat, mengungkapkan, 
"Pemerintah gagal melindungi dan 
menghormati hak-hak masyarakat adat 
Papua dan buruh orang asli Papua di 
perkebunan. Praktiknya, perusahaan 
menggantikan tanah masyarakat dengan 
harga murah dan tidak adil. Upah buruh 
dibayarkan dibawah standar pemerintah 
dan mengalami eksploitasi, berbagai 
bentuk perbudakan modern" ungkap 
Yohanes Akwan. 

Kepala Suku Mpur, Paulus Ajombuani, 


sudah bertemu dengan pejabat 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 
selama tiga hari di Jakarta. Ajombuani 
mewakili 64 sub suku atau kelompok 
Marga di Kebar, menyuarakan dan 
menyatakan pemerintah harus mencabut 
ijin dan hak guna usaha perusahaan PT. 
BAPP. "Kami juga minta perusahaan PT. 
BAPP segera angkat kaki keluar dariTanah 
Adat Suku Mpur di Kebar, dikarenakan 
berbagai permasalahan dan ancaman 
sosial budaya, sosial ekonomi dan 
kerusakan lingkungan, yang ditimbulkan 
dari aktifitas perusahaan. Kami bisa hidup 
tanpa perusahaan" tuntut Ajombuani. 
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Surat Pernyataan Sikap 

Kami pemimpin masyarakat adat dan pemiliktanah dan 
hutan adat dari Suku Mandobo di Kali Kao, Kabupaten 
Boven Digoel; Suku Malind di Muting, Kabupaten 
Merauke; Suku Mpur di Kebar, Kabupaten Tambrauw; 
Suku Moi di Klasouw dan Klayili, Kabupaten Sorong; 
Suku Maybrat di Ikana, Kabupaten Sorong Selatan; 
serta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan. 

Saat ini, kami masyarakat adat, kampung dan hutan adat, tempat kami 
berdiam dan hidup, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan 
ketegangan sosial oleh karena aktivitas "pembangunan" yang dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu 
komersial dalam skala besar. Tanah dan hutan adat milik kami Orang Asli 
Papua, dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan 
bebas masyarakat, yang berlangsung dengan melibatkan pemerintah 
sebagai pengambilan kebijakan dan pemberi ijin- ijin, serta perlindungan 
keamanan. Aktivitas perusahaan telah mengakibatkan dan mengancam 
terjadinya kerusakan dan hilangnya hutan dan dusun-dusun sumber 
pangan masyarakat. Kami kehilangan hasil hutan kayu, rotan, hewan, 
tanaman obat-obatan, air bersih tercemar dan kekayaan alam lainnya, 
yang merupakan sumber hidup dan mata pencaharian masyarakat. Kami 
terancam kehilangan kedaulatan dan kemandirian atas pengetahuan dan 
pengelolaan alam, yang kesemuanya tak ternilai harganya. Kami penjaga 
tanah dan hutan, serta pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan lingkungan, 
mengalami intimidasi, kekerasan dan dipenjara. Hak dasar kami untuk 
bebas berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, digembosi, 
dibatasi dan ditekan. Kebijakan dan berbagai kegiatan perusahaan yang 
menyimpang tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan, serta norma dan hukum adat kami. 
Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan misi pemerintahan hari ini untuk 
mewujudkan kedaulatan dan kemandirian rakyat. Berdasarkan situasi latar 
belakang tersebut, kami menyatakan sikap menentang berbagai kebijakan 
dan aktivitas perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup kami, 
merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Kami menuntut, meminta 
dan mendesak kepada: 

1. pemerintah segera mengakui dan menghormati keberadaan 
kedaulatan dan hak-hak kami Orang Asli Papua atas tanah dan hutan 
adat, untuk menentukan kebijakan peraturan dan program-program 
yang berlangsung di wilayah adat kami. 

2. pemerintah pusat dan daerah meninjau kembali dan mencabut 
berbagai perjanjian, Hak Guna Usaha, ijin-ijin penguasaan dan 
pemanfaatan tanah dan hasil hutan yang berlangsung diwilayah 
adat kami, yang diberikan secara sepihak kepada perusahaan dan 
mengabaikan hak adat kami, merugikan masyarakat dan merusak 
lingkungan, serta bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan; 

3. pemerintah melakukan audit lingkungan neraca sumberdaya alam 
Papua, terkait kinerja dan dampak aktivitas seluruh perusahaan 
usaha perkebunan berskala luas terhadap lingkungan dan kehidupan 
sosial ekonomi, serta memberikan sanksi, yakni tidak memberikan 
perpanjangan ijin lingkungan serta penegakan hukum berarti yang 
adil terhadap perusahaan; 

4. 4. meminta pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab untuk 
melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan dusun sagu yang terkena 
dampak rusak dan hilang, serta memberikan insentif program untuk 
menggantikan kerugian masyarakat; 

5. meminta pemerintah dan perusahaan tidak lagi menggunakan aparat 
keamanan Brimob Polri dan TNI dalam areal perkebunan dan kantor 
perusahaan dilapangan, menghentikan 'pendekatan keamanan', 


praktik intimidasi, diskriminasi dan kekerasan fisik dalam menangani 
sengketa, protes dan keluhan masyarakat; 

6. meminta pemerintah dan perusahaan menyelesaikan berbagai 
sengketa dengan menggunakan sistem hukum, peradilan adat dan 
kelembagaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat secara 
bijaksana damai dan adil; 

7. meminta pemerintah melindungi pembela HAM (Hak Asasi Manusia) 
dan pembela lingkungan di Tanah Papua, serta memastikan bahwa 
semua pelaku kejahatan dituntut di pengadilan umum; 

8. Kami tegaskan "Papua Bukan Tanah Kosong", kami meminta 
pemerintah dan perusahaan menghormati hak-hak kami dalam 
melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan tanah 
dan kekayaan alam di Tanah Papua, dengan mengembangkan usaha 
berdasarkan pengetahuan dan sumberdaya yang dimiliki Orang Asli 
Papua, serta melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat; 


Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat dan diharapkan dapat 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 


Jakarta, 12 November 2018 


Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh: 

1. Bernadus Cilik, Suku Moi, Kampung Malalilis, Sorong, Papua Barat 

2. Simon Malak, Suku Moi, Klasouw, Sorong, Papua Barat 

B. Petrus Kinggo, Suku Mandobo, Kali Kao, Boven Digoel, Prov. Papua 

4. Sem Vani Ulimpa, Pemuda Moi, Klasouw, Sorong, Papua Barat 

5. Yakob Sowe, Suku Maybrat, Ikana, Kais Darat, Sorong Selatan, Papua Barat 

6. Cerfasius Mahuze, Suku Malind, Muting, Kab. Merauke, Papua Barat 

7. Nicodemus Rumbayan, MSC, Pastor Muting, Kab. Merauke, Prov. Papua 

8. Lidya Monalisa Upuya, KPKC GKI di Tanah Papua, Prov. Papua 

9. Bargerita Malak, Suku Moi, Llasouw, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat 

10. Yohanes Akwan, Ketua CSBI Papua Barat, Manokwari, Prov. Papua Barat 

11. Ceorge Dedaida, Sekretaris LMA Papua Barat, Manokwari, Prov. Papua Barat 

12. Veronika Manimbu, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 

IB. Semuel Ariks, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 

14. Paulus Ajombuani, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 

15. Hugo Asrouw, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 

16. Januarius Sedik, Mahasiswa Kebar, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 

17. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta 

18. Maurits Aiesh Rumbekwan, WALHI Papua, Jayapura 

19. Yuliana Langgowuyo, SKP KC Fransiskan, Jayapura 

20. Wahyu Wagiman, ELSAM, Jakarta 

21. Dewi Kartika, KPA, Jakarta 

22. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional WALHI 

23. Adriana, TAPOL, UK 

24. Wirya Supriyadi, SOS untuk Tanah Papua 

25. Ismail Keikyera, Solidaritas Indigenous People of West Papua 

26. Ira Rumkabu, Solidaritas Indigenous People of West Papua 

27. Yason Ngelia, GempaR Papua 

28. Naomi Marasian, PT. PPMA Papua 

29. Ronald Manufandu, JERAT Papua 

30. Jimmy Charlos Biay, JERAT Papua 

31. Benediktus Bame, Ketua PMKRI Santus Efrem Jayapura 

32. Andi Saragih, Perkumpulan Mnukwar Papua 

33. Bernard Koten, Perkumpulan Papuan Voices 

34. Anum Siregar, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) 

35. Emma Malaseme, Papua Forest Watch. 

36. Simon Patiradjawane. LBH Papua 

37. Florianus Geong, Yayasan Teratai Hati Papua 

38. Decler Yesnat, Gempha, Papua 

39. Veronika Asso, JW Noken, Wamena 

40. Sulfianto, Perkumpulan Panah Papua, Manokwari 

41. Ruland Kabak, JW Sagu, Yahukimo 

42. Sirzet Gwas-gwas, Dewan Adat Mbaham Matta, Fak-fak 

43. Fecky Mobalen, AMAN Sorong Raya. 

44. Macx Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong. 

45. Kartini Samon, GRAIN, Jakarta. 

46. Edi Sutrisno, TUK Indonesia, Jakarta. 

47. Sarah Agustiorini, Kaoem Telapak, Bogor 

48. Teguh Surya, Yayasan Madani Berkelanjutan, Jakarta 

49. Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan, Jakarta 

50. Damairia Pakpahan, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Jakarta 

51. Yati Andriyani, Kontras, Jakarta 

52. Inda Fatinaware, Sawit Watch, Bogor 

53. Rio Rompas, Greenpeace Indonesia, Jakarta 

54. Rudi HB Daman, DPP GSBI, Jakarta 

55. Hendry Subagio, ICEL, Jakarta 

56. Pius Ginting, AEER, Jakarta. 

57. Sorang Saragih, AJAR, Jakarta. 

58. Symphati Dimas, PP FMN, Jakarta 

59. Raden Deden Fajarullan, KE SDMN, Jakarta 

60. Yogi Lesmana, Jaringan Aksi Perubahan Indonesia, Jakarta 

61. Sujak Supriyadi, Front Perjuangan Rakyat (FOR) Jakarta 

62. Catur Widi, KN Pembaru Indonesia, Jakarta 

63. Mohammad Ali, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Jakarta 

64. Triana Kurnia, SERUNI, Jakarta 
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1. Hari ini, 08 Desember 2018, menjelang hari HAM (Hak Asasi 
Manusia) internasional, kami dari perwakilan dan pemimpin 
masyarakat adat Papua, organisasi masyarakat sipil dan 
agama, telah berdiskusi dan membahas situasi masyarakat 
adat dan korban pelanggaran HAM, baik korban pelanggaran 
hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya, serta 
permasalahan tanah dan hutan. 

2. Saat ini, masyarakat adat (laki-laki dan perempuan) dan 
wilayah adat kami sedang terancam dan mengalami tekanan 
oleh kebijakan dan proyek-proyek pembangunan skala besar, 
yang hendak dan telah berlangsung di Tanah Adat kami, 
seperti usaha pembalakan kayu, usaha perkebunan dan usaha 
pertambangan, untuk tujuan komersial. 

3. Kami merasakan dampak, kerugian dan kesusahan hidup 
dikarenakan aktiftas eksploitasi hasil hutan, penggusuran 
kawasan hutan dan ekstraksi hasil tambang, seperti hilangnya 
sumber mata pencaharian masyarakat, kehilangan hutan dan 
dusun sumber pangan, hilangnya sungai dan keterbatasan 
mendapatkan air bersih dan bahan pangan yang layak, 
serta kehilangan pengetahuan budaya dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Kami mengalami tekanan intimidasi, 
kekerasan fisik dan pelanggaran HAM, terjadi konflik dengan 
perusahaan dan ketidak harmonisan antara masyarakat, 
termasuk berkonflik dengan penduduk baru datang. 

4. Pemerintah menerbitkan kebijakan, program-program dan 
pemberian ijin usaha kepada perusahaan dan pemillik modal 
tertentu tanpa ada konsultasi, tanpa ada persetujuan diawal, 
tanpa ada keterbukaan, tanpa ada informasi yang memadai, 
tanpa ada penilaian dampak lingkungan yang jujur dan tanpa 
ada keputusan bebas dari masyarakat. Tanah dan kekayaan 
alam kami, beralih kontrol dan hak kuasa, pemilikan, dan 
pemanfaatannya kepada pihak lain yang tidak memberi 
keuntungan bagi masyarakat sebagai pemilik yang sah 

5. Kami mengawasi dan menyoroti lemahnya pengawasan dan 
adanya pengabaian oleh aparatus penegakan hukum negara 
atas kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kejahatan 
lingkungan. Pemerintah belum dapat memenuhi kewajibannya 
untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kejahatan 
kemanusiaan dan kejahatan lingkungan. Bahkan terjadi kembali 
dan berulang kali, yakni kekerasan fisik dan verbal dialami oleh 
pembela HAM dan lingkungan. 

6. Kami tegaskan bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam 
diwilayah adat kami adalah hak dan sumber kehidupan kami, 
pendukung kehidupan kami selamanya, bukan hanya hari ini 
saja tapi hingga generasi mendatang. Karenanya, sejak leluhur 
kami mengajarkan perlindungan alam, pemanfaatan tanah 
secara adil dan bijaksana, damai dan tanpa menimbulkan rasa 
permusuhan, serta menggunakan pengetahuan dan hukum- 
hukum masyarakat adat. 

7. Kami masyarakat adat Papua (laki-laki dan perempuan) memiliki 
hak-hak dasar untuk hidup bebas, bebas berekspresi dan 
berpikir, tanpa diskriminasi, hak atas keadilan dan mendapat 
perlakuan yang sama didepan hukum, hak untuk tidak disiksa 
dan tidak diperbudak, hak menentukan dan berpartisipasi 
dalam pembangunan, hak atas tanah adat, hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. Hal ini diatur dalam konstitusi, 
peraturan perundang-undangan, undang-undang otonomi 
khusus provinsi Papua, serta instrument internasional mengenai 
hak-hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial dan budaya. 


Berdasarkan situasi latar belakang dan pandangan tersebut, kami 

menyampaikan resolusi, sebagai berikut: 

1. Mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan 
peraturan daerah yang mengakui, melindungi dan 
menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat 
Papua, hak atas tanah dan hutan, hak kebebasan berekspresi, 
hak atas kelembagaan adat dan kebebasan berorganisasi, hak 
atas pembangunan, hak-hak atas hukum dan peradilan adat. 
Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak merupakan 
cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, 
kejahatan lingkungan dan kerusakan hutan; 

2. Mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan 
pelanggaran HAM berat dan permasalahan kemanusiaan yang 
terjadi di Tanah Papua melalui proses hukum yang terbuka dan 
memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta 
pemerintah mengambil tindakan segera untuk memulihkan 
dan merehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya. 

3. Kami sampaikan kepada pemerintah, korporasi dan berbagai 
pihak berkepentingan, serta elemen masyarakat sipil bahwa 
tanah kami ibarat perempuan atau"mama''adalah tanah, adalah 
bumi, yang merupakan identitas, martabat dan harga diri. Kami 
tidak menjual tanah. Pemerintah dan korporasi, serta berbagai 
elemen masyarakat, harus menghormati hak-hak kami (laki-laki 
dan perempuan) Orang Asli Papua dan termasuk hak atas tanah, 
pohon, cacing, serta berbagai kehidupan diatas dan didalam 
tanah, harus dilindungi; 

4. Dalam konteks strategi kebijakan dan pengembangan program 
usaha ekonomi yang melibatkan perempuan dan organisasi 
perempuan, Kami meminta pemerintah menerbitkan 
kebijakan afirmatif yang mengutamakan, memberdayakan dan 
melindungi kepentingan usaha ekonomi perempuan Papua; 

5. Mendesak dan mendukung pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten, untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan 
moratorium pemberian ijin baru untuk hutan alam dan 
lahan gambut (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017) dan 
moratorium ijin untuk perkebunan kelapa sawit (Instruksi 
Presiden Nomor 8 Tahun 2018), yakni segera melakukan 
review dan evaluasi atas ijin-ijin dan aktifitas perusahaan yang 
melakukan pelanggaran hukum, menyebabkan deforestasi 
dan tindakan kejahatan lingkungan. Proses dan penilaian 
hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan transparan, serta 
melibatkan masyarakat adat setempat; 

6. Mendesak pemerintah mengambil tindakan segera untuk 
mengevaluasi ijin-ijin dan hak guna usaha (HGU) perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Boven 
Digoel, Provinsi Papua, yakni: (1) PT. Energi Samudera Kencana; 
(2) PT. Graha Kencana Mulia; (3) PT. Megakarya Jaya Raya; (4) 
PT. Kartika Cipta Pratama; (5) PT. Manunggal Sukses Mandiri; 
(6) PT.Trimegah Karya Utama dan (7) PT. Usaha Nabati Terpadu. 
Awalnya perusahaan ini dimiliki PT. Menara Group, dan telah 
dialihkan ke beberapa group perusahaan Pacific Interlink 
Group, Tadmax Resources Group, Bumi Mitratrans Martajaya 
Group. Ada lima dari perusahaan tersebut belum melakukan 
aktiftas dan belum mendapatkan persetujuan masyarakat luas, 
utamanya Suku Awyu didaerah ini. 

7. Kami mendesak pemerintah memeriksa dan memberikan 
sangsi mencabut ijin perusahaan karena diduga melanggar, 
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merampas tanah masyarakat, merusak hutan dan merugikan 
hak-hak masyarakat adat setempat, yakni perusahaan 
perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kebar, Kabupaten 
Tambrauw, dan PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, 
Provinsi PapuaA Barat; perusahaan kayu (HPH) PT. KurniaTama 
Sejahtera di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat; 

8. Mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat 
adat pemilik hak atas tanah dalam negosiasi ijin usaha 
pertambangan dan aktifitas PT. Freeport Indonesia (Fl) yang 
berlangsung diatas wilayah masyarakat adat setempat, serta 
meminta perusahaan PT. Fl menghormati hak masyarakat 
adat setempat dan memberikan kompensasi atas kerugian 
masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasi 
perusahaan dan terdampak limbah tailing PT. Fl; 

9. Mendesak dan meminta segera kepada pemerintah untuk 
meninjau kembali dan menarik berbagai aktifitas dan 
keterlibatan militer (TNI/POLRI) berhubungan dengan usaha- 
usaha yang dilakukan oleh korporasi dan proyek pembangunan 
lainnya, menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan 
militer dalam negosiasi usaha pembangunan dan penyelesaian 
konflik; 

10. Mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengupayakan penegakan 
hukum secara efektif dan mencegah terjadinya kejahatan 
lingkungan dan pelanggaran HAM; 

11. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penataan 
kembali kebijakan kependudukan dan migrasi penduduk dari 
luar Tanah Papua. Kami merasakan arus masuk penduduk 
dari luar Pulau Papua telah menimbulkan keresahan sosial 
dan menjadi beban bagi pemerintah daerah, serta hanya 
melanggengkan eksploitasi dan 'perbudakan modern' tenaga 
kerja sewa yang dilakukan oleh pemodal; 

12. Mendesak dan meminta segera pemerintah daerah 
mengalokasikan dana untuk mendukung dan meningkatkan 
kapasitas masyarakat dan kampung, untuk memberdayakan 
dan menjamin peningkatan penghidupan dan pengelolaan 
asset kekayaan kampung secara layak, serta pengelolaan hutan 
berbasis hak masyarakat secara lestari; 

13. Mendesak korporasi untuk meningkatkan komitmen 
pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat, 
melakukan usaha yang bebas dari deforestasi, bebas dari lahan 
gambut dan tidak melakukan eksploitasi hak-hak pekerja, yang 
menjamin usaha dan perdagangan yang adil dan berkelanjutan; 

14. Mendesak korporasi untuk mengimplementasi komitmen 
melindungi hutan, tempat penting, tempat yang bernilai 
konservasi atau tempat bernilai tinggi yang sensitif lainnya, 
melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan gambut yang 
rusak, serta melaksanakan kewajiban sosialnya; 

15. Mendesak pemerintah dan korporasi untuk menghormati dan 
melindungi aktivis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil 
pembela HAM dan lingkungan; 

16. Meminta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan, untuk 
aktif memperjuangkan, mengawasi, mengawal dan melakukan 
intervensi atas proses dan inisiatif legislasi rancangan 
peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah 
provinsi (Perdasi), terkait (1) pengakuan, perlindungan dan 
penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat 
Papua; (2) perlindungan pangan lokal; (3) pengembangan 
usaha perekonomian Orang Asli Papua. 

17. Meminta dukungan dan kerjasama organisasi masyarakat 
sipil dan keagamaan untuk memfasilitasi dan memperkuat 
kapasitas advokasi masyarakat dalam mendorong daya juang 
masyarakat untuk pembelaan dan perlindungan HAM, dan 
lingkungan hidup, kapasitas dalam berpartisipasi mengawasi 
dan menyuarakan berbagai kebijakan progam yang berpotensi 
terjadinya pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan. 


memetakan tanah dan wilayah adat, serta mengelola dan 
membagikan informasi pengetahuan hukum dan inovasi 
pengetahuan pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah 
lingkungan; 

18. Meminta masyarakat adat untuk konsisten dan aktif 
memperjuangkan nilai dan hak-haknya atas hidup sejahtera 
dan dalam melindungi lingkungan hidup; 

Terima kasih 
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